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Anam, Muhammad Khoirul, 531611306265 K, 2020, “Pengaruh Adanya Aturan 
Baru Pemanduan Kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, 
Palembang Terhadap PT. Indo Dharma Transport”, Program Diploma IV, 
Program Studi Tatalaksana Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik 
Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Ir. Fitri Kensiwi, M.Pd. Pembimbing 
II: Capt. Firdaus Sitepu, S.ST., M.Si, M.Mar. 
 Pada tahun 2019 mulai aturan baru kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung 
Buyut Anchorage, Palembang mulai diberlakukan berdasarkan Keputusan 
Menteri Perhubungan Repbulik Indonesia Nomor KP 583 Tahun 2018.  PT. 
Indo Dharma Transport selaku keagenan kapal terkena pengaruh adanya aturan 
tersebut. Terdapat dampak positif dan negatif dari diberlakukanya aturan 
tersebut. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah memberlakukan 
aturan baru kepanduan kapal di Ambang Luar. Tanjung Buyut Anchorage, 
Palembang dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari 
pemberlakuan aturan tersebut terhadap PT. Indo Dharma Transport selaku 
keagenan kapal. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi 
dan studi Pustaka. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan 
data sekunder. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu kepala cabang, 
salah satu staff operasional di PT. Indo Dharma Transport untuk mendapatkan 
informasi. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah memberlakukan peraturan baru 
kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang 
dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan kapal di Pulau Keramasan 
sampai Pulo Kerto mencapai kurang lebih 120 call per bulan adapun dampak 
aturan tersebut terhadap PT. Indo Dharma Transport selaku keagenan kapal 
dampak positif untuk mempermudah kapal-kapal yang akan sandar dan 
menjamin keselamatan agar tidak terjadi tubrukan antar kapal serta dampak 
negatif beban biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena harus melakukan 
pembayaran untuk kepanduan. 






Anam, Muhammad Khoirul, 531611306265 K, 2020, “The Effect of the New 
Rules for Pilotage Ships at Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, 
Palembang on PT. Indo Dharma Transport”, Essay. Diploma IV program , Port 
and Shipping Management Program, Semarang Merchant Marine Polytechnic, 
Advisor I: Ir. Fitri Kensiwi, M.Pd. Advisor II: Capt. Firdaus Sitepu, S.ST., 
M.Si, M.Mar. 
In 2019 a new regulation on ship pilotage at the Outer Threshold, Tanjung 
Buyut Anchorage, Palembang began to take effect based on the Decree of the 
Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number KP 583 of 
2018. PT. Indo Dharma Transport as the ship agency is affected by this 
regulation. There are positive and negative impacts from the enactment of these 
rules. 
This study aims to determine the reasons for the government imposing new ship 
pilotage rules at Ambang Luar. Tanjung Buyut Anchorage, Palembang and to 
find out the positive and negative impacts of the implementation of this 
regulation on PT. Indo Dharma Transport as the ship agency. This thesis uses 
a qualitative descriptive method using observation data collection techniques, 
interviews, documentation and literature study. Sources of data used are 
primary data sources and secondary data. The researcher conducted an 
interview with one of the branch heads, one of the operational staff at PT. Indo 
Dharma Transport for information. Data analysis in this study was carried out 
in three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion 
drawing. 
The results showed that the government imposed a new ship pilotage regulation 
at Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang due to the increasing 
number of ship visits from Keramasan Island to Pulo Kerto reaching 
approximately 120 calls per month as for the impact of these regulations on PT. 
Indo Dharma Transport as the positive impact ship agency to make it easier for 
ships to dock and ensure safety so that there are no collisions between ships and 
the negative impact of the costs incurred more because they have to make 
payments for pilotage. 
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1.1. Latar Belakang 
Dalam perkembangan transportasi yang semakin maju sekarang ini, 
membuat dunia angkutan laut mau tidak mau dituntut  untuk mengikuti sesuai 
perkembangan jaman. Hal inilah yang menyebabkan semua pihak yang terlibat 
di dalamnya berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan sebaik 
mungkin demi kelancaran kegiatan kapal-kapal yang akan melakukan sandar di 
suatu pelabuhan. 
Pelabuhan  merupakan salah satu tempat pertukaran arus barang dari 
transportasi laut ke transportasi darat. Pelabuhan harus senantiasa dapat 
mengimbangi perkembangan tersebut baik dalam hal penyediaan sarana dan 
prasarana bagi kapal maupun dalam hal pemberian pelayanan untuk kapal. 
Pelabuhan juga diartikan sebagai tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di 
sekitarnya. Dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 
dan kegiatan ekonomi. Pelabuhan digunakan sebagai tempat kapal bersandar, 
berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang. Pelabuhan dilengkapi 
dengan fasilitas keselamatan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta 





fungsi untuk melayani kapal dan berbagai transaksi yang berlangsung di 
pelabuhan
 
Untuk memenuhi kebutuhan kapal yang macam-macam itu sebuah 
pelabuhan yang baik haruslah mempunyai perlengkapan yang diperlukan oleh 
kapal yang memasuki pelabuhan itu untuk satu dan lain keperluan, maka dari itu 
kiranya pihak pelabuhan dalam memberikan pelayanan tentu saja tidak dapat 
bekerja sendiri, diantaranya ada salah satu pihak yang cukup berpengaruh atas 
kelancaran bagi pelabuhan dalam memberikan pelayanan, yaitu adanya usaha 
keagenan dalam menyampaikan informasi dan data dari pemilik kapal maupun 
dari kapal itu sendiri. 
Perlu diketahui di Kawasan Pelabuhan Ambang Luar, Tanjung Buyut 
Anchorage, Palembang diwajibkan pandu mulai pada tahun 2019, sesuai dengan 
Keputusan Menteri Perhubungan Laut Nomor : PP.304/3/5/DJPL-18 Tentang 
Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas 1 Pada Pelabuhan Palembang Provinsi 
Sumatera Selatan. Sebelum peraturan tersebut diresmikan dan dilaksanakan di 
Wilayah Perairan Tanjung Buyut Anchorage, Palembang hanya menggunakan 
menggunakan VTS (Vessel Traffic Service). Hal tersebut mulai dilaksanakan 
pada tahun 2015 yang dilengkapi peralatan seperti Radar, Automatic 






Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No : 81 tahun 2000 tentang  
Kenavigasian  bahwa kapal diwajibkan menggunakan wajib pandu kecuali  kapal 
perang, kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintah, kapal rumah sakit, 
kapal yang memasuki pelabuhan untuk keperluan meminta pertolongan dan 
penyelamatan terhadap jiwa manusia, kapal milik organisasi internasional yang 
digunakan untuk kepentingan niaga serta kapal bertonase kurang dari 500 GT.  
Adanya aturan baru tentang pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung 
Buyut Anchorage, Palembang, Sumatera Selatan yang mendapatkan kepercayaan 
dari pemerintah melalui Kementrian Perhubungan Republik Indonesia khususnya 
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pemanduan sampai 
wilayah Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang, Sumatera 
Selatan. Kegiatan kepanduan di fasilitasi oleh PT. Jasa Armada Indonesia untuk 
pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada kegiatan alih muat / ship 
to ship Transhipment (STS) Ambang Luar, Muara Sungai Musi di Perairan Wajib 
Pandu Kelas 1 Pelabuhan Palembang, Sumatera Selatan. Prasosialiasi pelayanan 
Ship to Ship di Ambang Luar, Sungai Musi, Palembang melibatkan PT. Jasa 
Armada Indonesia Tbk, Palembang dan Pengurus DPC INSA Palembang serta 
Agen Pelayaran yang melakukan kegiatan di Ambang Luar, Sungai Musi, 
Palembang. Kegiatan prasosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 01 





Dengan diberlakukanya aturan baru kepanduan kapal di Ambang Luar, 
Tanjung Buyut Anchorage, Palembang diharapkan pelayanan sandar yang 
diberikan dapat semakin cepan dan efisien.  
Mengingat suatu aturan baru kepanduan kapal dapat memiliki dampak 
positif dan negatif maka penulis tertarik untuk mengambil judul: 
“PENGARUH ADANYA ATURAN BARU PEMANDUAN KAPAL DI 
AMBANG LUAR, TANJUNG BUYUT ANCHORAGE, PALEMBANG 
TERHADAP PT. INDO DHARMA TRANSPORT” 
 
1.2. Perumusan Masalah 
PT. Indo Dharma Transport cabang Palembang, sebagai agen kapal yang 
sandar di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang, yang merasakan 
dampak terhadap aturan baru pemanduan kapal, sehingga penulis akan 
menguraikan beberapa permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yaitu : 
1.2.1 Mengapa pemerintah menerbitkan aturan pemanduan kapal di Ambang 
Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang ? 
1.2.2 Bagaimana dampak dari pemakaian pandu di Ambang Luar, Tanjung 
Buyut Anchorage, Palembang terhadap PT. Indo Dharma Transport ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, 





1.3.1 Untuk mengetahui mengapa pemerintah menerbitkan aturan pemanduan 
kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang  
1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemakaian pandu di Ambang 
Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang terhadap PT. Indo Dharma 
Transport  
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan dunia pelayaran, dunia keilmuan 
dan pengetahuan serta bagi individu seperti : 
1.4.1 Secara Teoritis  
1.4.1.1 Bagi Penulis 
1.4.1.1.1 Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam 
perkembangan ilmu dalam bidang Ketatalaksanaan 
Angkutan Laut Kepelabuhanan. 
1.4.1.1.2 Mendapatkan pengetahuan tentang Sistem 
Operasional & Prosedur tentang pemanduan kapal. 
1.4.1.1.3 Melatih peneliti untuk bersikap kritis dalam 
mencermati masalah yang ditemui khususnya objek 
pada penelitian. 





1.4.1.2.1 Dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
terhadap proses pemanduan kapal di Tanjung Buyut 
Anchorage, Palembang. 
1.4.1.2.2 Dapat mengetahui prosedur pemanduan kapal masuk 
dan kapal keluar di Tanjung Buyut Anchorage, 
Palembang. 
1.4.2    Secara Praktis 
1.4.2.1    Bagi Perusahaan 
1.4.2.1.1 Terciptanya praktisi bisnis yang benar dalam 
melaksanakan peran sebagai perusahaan pelayaran 
yang mampu  memberi kenyamanan pada pengguna 
jasa pelayaran. 
1.4.2.1.2 Mengetahui upaya-upaya yang harus ditingkatkan 
dalam aturan baru pada pemanduan kapal. 
1.4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 
1.4.2.2.1 Memberikan tambahan pengetahuan tentang 
keagenan dan proses pemanduan kapal secara 
langsung di lapangan agar tentunya para taruna lebih 
mudah memahami keadaan di lapangan yang 
kadang-kadang ada variasi dibanding dengan teori 





1.4.2.2.2 Dapat dijadikan bahan acuan bagi penyusunan 
skripsi yang akan dating serta dapat menambah 
perbendaharaan ilmu pengetahuan yang padau 
mumnya dapat digunakan untuk kemajuan dunia 
pelayaran. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Agar lebih sistematis dan mudah untuk dimengerti maksud dalam penulisan 
skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bab dan sub bab yang mempunyai 
kaitan materi satu dengan yang lain. 
BAB I    PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, 
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika penulisan. 
BAB II    LANDASAN TEORI 
Merupakan suatu landasan teori yang menjadi dasar penelitian  
tentang Pengertian Pengertian Pandu Kapal, Instansi yang terkait 
dalam Proses Penyandaran Kapal, terutama tentang pengertian umum, 
prinsip kerja dari seorang pandu, dan tugas dari pandu. 
BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 
Dalam bab ini akan memuat hal-hal tentang  Pendekatan dan Desain 
Penelitian, Fokus dan Lokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, 





yang akurat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam 
skripsi ini. 
BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 
Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari semua data-
data yang ada, kemudian menganalisa data tersebut sehingga didapat 
hasil penelitian dan langkah-langkah pemecahan masalah. 
BAB V    PENUTUP  
Dalam bab ini penulis memaparkan tentang Kesimpulan dan Saran 
dari hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti. 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustakan disusun seperti pada usulan penelitian. 
LAMPIRAN 
Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain yang berfungsi 
melengkapi urain yang telah disajikan dalam bagian sama. 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 







2.1. Tinjauan Pustaka 
Dalam hal ini penulis mengunakan dan mengambil pengertian-pegertian 
serta istilah-istilah yang merupakan suatu landasan teori yang menjadi dasar 
penelitian  tentang Pengertian Pandu Kapal, Instansi yang terkait dalam Proses 
Penyandaran Kapal, terutama tentang pengertian umum, prinsip kerja dari 
seorang pandu, dan tugas dari pandu. 
2.1.1. Pandu Kapal 
Penyelengaraan pemanduan di Indonesia ditentukan dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 Tentang 
Pemanduan dan Penundaan Kapal (Bab II Pasal 2), Perairan wajib pandu 
dibagi dalam kelas I, II, dan III. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 93 Tahun 2014 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan 
Kapal (Bab II Pasal 2), Dalam pelaksanaan pemanduan memiliki sarana 
kapal tunda, kapal pandu, kapal kepil dan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor  93 Tahun 2014 Tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan 
Kapal (Bab II Pasal 10), 11 Dalam pelaksanaan pemanduan, 
penyelenggara atau pelaksana pemanduan wajib menyediakan prasarana 
pemanduan antara lain statiun pandu, yang didukung oleh menara 
pengawas, marine VHF Radio, marine HT, baju penolong, kendaraan 





Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2008 Tentang Pelayaran (Bab I Pasal 1), Pemanduan adalah kegiatan 
pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada 
nakhoda tentangkeadaan perairan setempat yang penting agar navigasi 
pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi 
keselamatan kapal dan lingkungan. 
Penundaan kapal ini dilakukan dengan kapal khusus yakni kapal 
tunda atau disebut dengan tugboat. Kapal tunda (tugboat) adalah kapal 
yang dapat digunakan untuk melakukan manuver / pergerakan, utamanya 
menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau 
melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik 
tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya. Kapal tunda memiliki 
tenaga yang besar bila dibandingkan dengan ukurannya. Mesin induk 
kapal tunda biasanya berkekuatan antara 750 sampai 3000 tenaga kuda 
(500-2000 kW), tetapi kapal yang lebih besar yang digunakan di laut lepas 
dapat berkekuatan sampai 25.000 tenaga kuda (20.000 kW). Kapal tunda 
memiliki kemampuan manuver yang tinggi, bahkan dapat membuat kapal 
berputar 360°. 
Pelayanan kapal akan mengacu kepada aturan yang telah disepakati 
dan kebutuhan pengguna jasa, pengguna jasa dapat menyesuaikan 
pelayanan yang dibutuhkan. Dalam pelayanan kapal akan dibagi menjadi 





2.1.1.1. Pemanduan adalah pelayanan pandu memberikan bantuan 
kepada Nahkoda kapal agar navigasi saat melewati alur atau 
daerah wajib pandu dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib 
dan lancar. 
2.1.1.2. Penundaan adalah pelayanan menarik mendorong atau 
menggandeng kapal yang melakukan gerakan untuk tambat atau 
untuk melepas dari dermaga, jetty, trestel, pier, pelampung, 
dolphin, kapal, dan fasilitas tambat lainnya menggunakan kapal 
tunda, tidak semua kapal harus menggunakan jasa pelayanan, 
hanya kapal-kapal dengan kriteria tertentu yang harus 
menggunakan pelayanan penundaan.  
2.1.1.3. Labuh adalah pelayanan yang diberikan untuk kapal-kapal yang 
akan menggunakan perairan di kolam pelabuhan untuk 
menunggu pelayanan tambat ataupun untuk kegiatan lainnya.  
2.1.1.4. Tambat adalah pelayanan yang diberikan untuk kapal yang 
melakukan ikat tali di tambatan atau dermaga untuk melakukan 
kegiatan bongkar/muat atau kegiatan lainnya. 
2.1.2. Instansi yang terkait dalam proses penyandaran kapal 
Di dalam pembinaan kepelabuhan terdapat unsur-unsur pelaksana 
di pelabuhan yang terdiri dari instansi dan unit kerja yang tugasnya 
berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang, barang, dan hewan di 
pelabuhan yang terangkum dalam Keputusan Menteri Perhubungan 





Administrasi Pelabuhan Bab I, Pasal 1. Instansi-instansi tersebut antara 
lain :  
2.1.2.1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah 
unit organik di bidang keselamatan pelayaran di pelabuhan yang 
diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan di lingkungan 
Departemen Perhubungan 
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
2.1.2.1.1. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan 
pelayaran kepelabuhan bersama-sama dengan 
instansi pemerintah. 
2.1.2.1.2. Melaksanakan penilikan kebandaran, keselamatan 
kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal serta 
kegiatan jasa maritim. 
2.1.2.1.3. Melaksanakan perambuan dan penerangan pantai 
elektronika dan telekomunikasi pelayaran serta 
pengaturan penggunaan dan pemeliharaan kapal-
kapal negara. 
2.1.2.1.4. Melaksanakan pengamanan dan penertiban di daerah 
lingkungan kerja pelabuhan, bandar, perairan laut 
dan pantai serta memberikan bantuan SAR (search 





2.1.2.2. Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Kantor Kesehatan Pelabuhan memiliki tugas : 
2.1.2.2.1. Melakukan pelayanan kesehatan. 
2.1.2.2.2. Memeriksa dan meneliti buku kesehatan, daftar 
awak kapal  
2.1.2.2.3. Memberikan health certificate dan  health clearance 
2.1.2.3. Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)  dan Kesatuan 
penjaga dan pengamanan Pelabuhan. 
Pemberitahuan kedatangan kapal kepada dan KPLP agar 
pihak tersebut mengawasi dan menjaga keamanan pelabuhan 
tempat kapal akan melakukan bongkar muat. Menurut Suyono 
(2003:22), KPLP merupakan penjaga keamanan perairan 
pelabuhandan pantai sekitarnya. Polisi yang bertugas di 
pelabuhan adalah polisi khusus yang dinamakan Kesatuan 
Penjaga dan Pengamanan Pelabuhan(KP3)  
2.1.2.4. Divisi Kepanduan 
Menurut Arso Martopo (2004:5), pemanduan adalah 
kegiatan pandu dalam membantu nakhoda kapal, agar navigasi 
dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar dengan 
memberikan informasi tentang keadaan perairan setempat yang 







Pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri 
dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan 
melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan 
peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan 
dan keamanan pelayaran.mempunyai tugas: 
2.1.2.5.1. Mengawasi dan menertibkan pelaksanaan 
pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan. 
2.1.2.5.2. Melakukan pengawasan teknis pemanduan meliputi 
pengawasan keselamatan pemanduan dan penertiban 
pelayanan pemanduan dengan mengupayakan 
penanggulangan hambatan operaisonal. 
2.1.2.5.3. Menetapkan petunjuk teknis tata cara pemanduan 
setempat bersama penyelenggara pemanduan. 
2.1.2.5.4. Melaporkan kepada Direktur Jenderal mengenai 
kendala dan hambatan operaisonal pemanduan 
disertai saran pemecahan. 








2.1.3. Tugas Pandu 
Tujuan penugasan pandu di atas kapal ialah untuk memberikan 
asistensi kepada nakhoda dalam rangka keselamatan pelayaran. Karena 
pemanduan adalah untuk kepentingan nakhoda beserta kapalnya, maka 
pada dasarnya seorang pandu menjalankan dinas pemanduan atas 
permintaan nakhoda.  
Kewajiban - kewajiban petugas pandu dalam melaksanakan tugas 
pemanduan, yaitu :  
2.1.3.1. Membantu nahkoda atau pemimpin kapal untuk mengambil 
tindakanyang tepat dalam menjamin keselamatan dan keamanan 
berlayar. 
2.1.3.2. Memberikan semua petunjuk yang diperlukan kepada nahkoda 
untuk berlayar dengan selamat dan untuk ketertiban lalu lintas 
kapal. 
2.1.3.3. Memenuhi permintaan nahkoda untuk mengambil olah gerak 
kapal. 
2.1.3.4. Pandu harus berkoordinasi dengan kapal lain yang dipandu, 
maupunyang tidak dipandu serta dengan menara control untuk 
ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal. 
2.1.3.5. Sesegera mungkin melaporkan bila terjadi kecelakaan di dalam 
/ di luar kapal kepada Syahbandar dan ikut aktif ambil bagian 





2.1.4. Parairan Pandu 
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 
2015 Tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Bab 1 Pasal 1), Pandu 
adalah pelaut yang mempunyai keahlian di bidang nautika yang telah 
memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. 
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pelaut untuk bisa menjadi 
seorang petugas pandu salah satunya adalah lulus pendidikan dan 
pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan untuk memandu 
kapal yang dibuktikan dengan sertifikat pandu yang diterbitkan oleh 
Direktur Jenderal. Sertifikat pandu terdiri atas sertifikat pandu tingkat II, 
tingkat I, dan sertifikat pandu laut. 
Tujuan ditetapkan sebagai perairan pandu yaitu untuk kepentingan 
keselamatan, keamanan berlayar, perlindungan lingkungan maritime, 
serta kelacaran berlalu lintas di perairan, pelabuhan dan terminal khusus, 
serta perairan tertentu, yang disebut perairan pandu terbagi menjadi dua, 
yaitu: 
2.1.4.1. Perairan wajib pandu adalah suatu wilayah perairan yang karena 
kondisi perairannya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal 
berukuran tonase kotor tertentu. 
2.1.4.2. Perairan pandu luar biasa adalah suatu wilayah perairan yang 
karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan, 





mengajukan permintaan untuk menggunakan fasilitas 
pemanduan. 
2.1.5. Sarana Bantu Kepanduan 
Sarana bantu pemanduan adalah peralatan atau system yang berada 
di luar kapal serta didesain dan dioperasikan secara langsung digunakan 
pandudalam melakukan tugas - tugas pemanduan untuk meningkatkan 
keselamatan dan efisiensi dalam berolah-gerak kapal.  
Sarana bantu pemanduan yang digunakan dalam proses pemanduan 
meliputi : 
2.1.5.1. Kapal Pandu 
2.1.5.2. Kapal Tunda, merupakan kapal yang digunakan untuk 
membantu olah gerak kapal, dengan ketentuan: 
2.1.5.2.1. Panjang kapal 70 meter sampai dengan 100 meter 
menggunakan 1 unit kapal tunda yang mempunyai 
daya paling rendah 800 DK. 
2.1.5.2.2. Panjang kapal di atas 100 meter sampai 150 meter 
menggunakan 2 unit kapal tunda dengan jumlah daya 
paling rendah 1.600 DK. 
2.1.5.2.3. Panjang kapal diatas 150 meter sampai dengan 200 
meter menggunakan 2 unit kapal tunda dengan 
jumlah daya paling rendah  3.400 DK. 
2.1.5.2.4. Panjang kapal 300 meter ke atas ditunda paling 
sedikit 3 unit kapal tunda dengan jumlah daya paling 





2.1.6. Prosedur Pemesanan Pandu 
Prosedur pemesanan pandu yang dilakukan sebelumnya meliputi : 
2.1.6.1. Perusahaan pelayaran / agen kapal harus memberitahukan 
secara tertulisatau electronic kepada penyelenggara 
pemanduan mengenai perkiraan kedatangan kapal / Estimated 
Time Arrived (ETA) selambat-lambatnya 24 jam sebelum 
kapal tiba di pelabuhan. 
2.1.6.2. Waktu permohonan penyampaian permintaan pandu sebelum 
pemanduan dan perubahan/pembatalan pelayanan pemanduan 
sebagai berikut : 
2.1.6.2.1. Untuk kapal sandar permintaan pelayanan 
pemanduan minimum 3 jam dan untuk perubahan 
/ pembatalan minimum 2 jam dari waktu 
permintaan pelayanan. 
2.1.6.2.2. Untuk kapal  keluar permintaan pelayanan 
pemanduan minimum  3 jam dan untuk perubahan 
/ pembatalan minimum 2 jam dari waktu 
permintaan pelayanan. 
2.1.6.2.3. Untuk gerakan tersendiri minimum 3 jam dan 
untuk perubahan / pembatalan minimum 2 jam dari 
waktu permintaan pelayanan. 
2.1.6.3. Permintaan jasa pandu dan tunda diajukan oleh perusahaan  
pelayanan / agent dengan memakai formulir kepada loket 





2.1.6.4.    Pelayanan kapal berangkat / keluar pelabuhan, perusahaan 
pelayaran dan agen kapal harus mengajukan permintaan pandu 
ke loket penyelenggara pemanduan disesuaikan dengan 
ketentuan yang berlaku.  
 
2.2. Kerangka Pikir Penelitian 
Adanya peranan pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut 
Anchorage, Palembang diharapkan dapat meningkatkan kelancaran proses 
penyandaran kapal yang akan memasuki wilayah tersebut. Diharapkan pelayanan 
tersebut dapat semakin cepat dan efisien. 
Untuk menggali permasalahan mengenai alasan pemerintah 
memberlakukan aturan baru kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut 
Anchorage, Palembang dan mengetahui dampak positif dan negatif dari aturan 
tersebut, Maka penulis membuat sebuah kerangka pikir untuk mempermudah 











































PENGARUH ADANYA ATURAN BARU 
PEMANDUAN KAPAL DI AMBANG LUAR 
TANJUNG BUYUT ANCHORAGE, PALEMBANG 
TERHADAP PT. INDO DHARMA TRANSPORT 
Alasan pemerintah menerbitkan 
aturan pemanduan kapal di 
Ambang Luar, Tanjung Buyut 
Anchorage, Palembang. 
Dampak adanya aturan baru 
pemanduan kapal terhadap PT. 












Pemerintah menetapkan kepanduan kapal 
di Ambang Luar, Tanjung Buyut 
Anchorage, Palembang berdampak 
terhadap PT. Indo Dharma Transport 
selaku keagenan kapal. 







2.3. DEFINISI OPERASIONAL 
 
Pemakaian istilah-istilah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing akan 
sering ditemui pada pembahasan berikutnya. Agar tidak terjadi kesalah pahaman 
dalam mempelajarinya maka di bawah ini akan dijelaskanpengertian dari istilah-
istilah tersebut: 
Anchorage :Perairan lepas jangkar atau labuh jangkar 
Berthing / Sandar :Kapal sandar. 
Kapal Pandu :Kapal yang memandu kapal besar masuk kedalam      
Pelabuhan. 
Kapal Tunda :Kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver 
/pergerakan. 
Mother Vessel :Kapal induk / kapal yang memiliki berkapasitas besar. 
Pandu  :Orang yang memandu kapal 
Pemanduan Kapal :Kegiatan Pandu dalam membantu Nakhoda Kapal. 
Ship to Ship :Operasi pemindahan kapal ke kapal. 
Tongkang :Jenis kapal yang dengan lambung datar atau suatu kotak 








Berdasarakan hasil uraian-uraian pada bab sebelumnya tentang aturan 
kepanduan kapal di Ambang Luar, Palembang, Sumatera Selatan, Terhadap PT. 
Indo Dharma Transport pada bagian akhir skripsi ini peneliti memberikan 
simpulan dan saran sebagai berikut: 
5.1. Simpulan 
Dari hasil Analisa peneliti menyimpulkan: 
5.1.1. Alasan pemerintah memberlakukan aturan pemanduan kapa         l di 
Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang. 
5.1.1.1. Meningkatnya jumlah kunjungan kapal di Pulau Keramasan 
sampai Pulo Kerto mencapai kurang lebih 120 call per bulan. 
5.1.1.2. Dengan adanya jembatan baru yaitu Jembatan Musi 2, Jembatan 
Musi 6 dan Jembatan Musi 7 di daerah Pulau Keramasan dan 
Pulo Kerto. 
5.1.2. Dampak penerapan aturan baru pemanduan kapal di Ambang Luar, 
Tanjung Buyut Anchorage, Palembang terhadap PT. Indo Dharma 
Transport adalah: 
5.1.2.1. Dampak Positif 
5.1.2.1.1. Mempercepat dan mempermudah penyandaran 
tongkang ke mother vessel  
5.1.2.1.2. Mother vessel tidak akan kandas karena dipandu oleh 





sudah dikordinasikan oleh pihak pandu agar aman 
dari pasang surut. 
5.1.2.2. Dampak Negatif 
5.1.2.2.1. Beban biaya yang dikeluarkan lebih banyak karena 
harus melakukan pembayaran untuk kepanduan. 
5.1.2.2.2. kapal yang akan sandar dan berlabuh harus 
menunggu antrian dikarenakan armada pandu hanya 
dua. 
5.2. SARAN 
5.2.1. PT. Pelabuhan Indonesia (persero) sebaiknya menambahkan armada pilot  
mengingat waktu tunggu yang lama akibat banyaknya kapal masuk yang 
tidak diimbangi jumlah armada pilot yang berjumlah dua pilot tidak 
membuat efektif dan mempercepat pelaksanaan pemanduan yang berada 
di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, Palembang. 
5.2.2. Tingginya biaya tagihan kepanduan kapal karena adanya aturan baru 
kepanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage, 
Palembang, sebaiknya diimbangi oleh pelayanan kapal. Bisa dengan cara 
melakukan kordinasi dari semua sektor yang terlibat dalam kegiatan 
pemanduan, sehingga kegiatan pemanduan akan berjalan dengan baik 
tanpa ada pihak yang dirugikan menjadikan semua kegiatan berjalan 
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Nama  : Muhammad Shefri 
Jabatan : Kepala Cabang PT. Indo Dharma Transport Palembang 
Dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
1. Apakah perlu adanya aturan baru pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung 
Buyut Anchorage? 
Jawab: “Perlu, berkat adanya aturan pemanduan kapal di tanjung buyut, maka 
kapal-kapal lebih tertata rapi di dalam kolam ship to ship loading area 
kapal juga tidak terkena kandas oleh pasang surut dan adanya pandu lebih 
memudahkan untuk tongkang sandar ke mother vessel ”  
2. Apakah adanya aturan aturan baru pemanduan kapal di Ambang Luar, Tanjung 
Buyut Anchorage, Palembang berpengaruh terhadap jasa keagenan kapal? 
Jawab: “Iya, pada awal diberlakukanya aturan baru kepanduan kapal, para 
pelanggan masih bertanya-tanya tentang keaslian aturan baru tersebut 
dikarenakan pada tahun sebelum 2019 belum diberlakukanya aturan wajib 
pandu di Ambang Luar, Tanjung Buyut Anchorage¸ Palembang dan ada 
pelanggan yang memilih untuk memuat batu bara di kawasan Jambi yang 
belum adanya kepanduan kapal awal tahun 2019" 
3. Bagaimana cara untuk mensiasati agar pelanggan tetap muat batu baru di Ambang 





Jawab: “Ya dengan cara memotong semua tarif-tarif supaya harga keagenan tetap 
miring dan masih di batas biaya wajar keagenan kapal”  
Responden II 
Nama  : Benesius Boy Pailak 
Jabatan : Staf Operasional 
Dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
1.  Apakah dengan adanya aturan kepanduan kapal, kapal-kapal yang akan  sandar  
maupun yang akan berlabuh akan  lebih terorganisir dan lebih aman? 
Jawab: “Sebagai penyedia jasa keagenan PT. Indo Dharma Transport bertanggung 
jawab terhadap kapal yang diageni agar tetap aman dari tubrukan tongkang 
ke Mother Vessel agar tidak ada kerugian pada semua parties.” 
2. Bagaimana dampak dari kepanduan kapal terhadap perusahaan keagenan PT. Indo 
Dharma Transport? 
Jawab: “Memang kepanduan kapal ini menuai dampak positif dan negatif terhadap 
PT. Indo Dharma Transport dampak dampak positif mempercepat dan 
mempermudah penyandaran tongkang ke mother vessel, mother vessel 
lebih tertata rapi, mother vessel akan lebih aman dari tubrukan karena ada 
jarak cable, kapal tidak kandas karena wilayah ship to ship sudah 
ditetapkan dan dampak negatifnya biaya untuk kepanduan besar, personil 
pandu hanya dua dan pelanggan dari keagenan lebih memilih diluar 
wilayah Palembang.” 





Jawab: “Seiring dengan berjalanya waktu maka dampak dari kepanduan kapal terasa 
karena minimnya angka tongkang yang mabrak mother vessel, dan 
tongkang yang sandar sesuai dengan barge schedule yang ditentukan 
























LAMPIRAN II  











































































Dasar-Dasar Legalitas adanya aturan kepanduan Kapal di 















































































































































































































































   































LAMPIRAN XVI  
Peraturan Menteri perhubungan republik Indonesia 

















































1.   Nama : Muhammad Khoirul Anam 
2.   Tempat, Tanggal lahir  : Karanganyar, 04 Februari 1997 
3.   Alamat   :    Jln. Barito 1, RT. 02 RW. 03 Tegalgede, Kab. 
Karanganyar  
4.   Agama  : Islam 
5.   Nama orang tua  
 a.  Ayah :   Alm. Warsono 
b.  Ibu :   Sri Partini 
6.   Riwayat Pendidikan  
a. SD Negeri 03 Karanganyar, Lulus Tahun 2009 
b. SMP Negeri 1 Karanganyar, Lulus Tahun 2012  
c. SMA Negeri 1 Karanganyar, Lulus Tahun 2015 
d. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang 
7.   Pengalaman Praktek Darat (PRADA) 
     Nama Perusahaan :   PT. Indo Dharma Transport Cabang Palembang 
  Alamat :  JL.Pangeran Ayin - DH Najamudin. Komplek Ruko 
D'miro Residence Blok A-10 RT.03 RW.01 Kel. 
Sukamaju, Kec. Sako, Palembang, 30164, Sumatera 
Selatan. 
